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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
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KABUPATEN PESISIR SELATAN
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TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA (BOKB) DI TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

‘ KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang © a. Dbahwa tersedianya Biaya Operasional Keluarga Berencana
(BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik
(DAK Non Fisik) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2020,
bertujuan untuk mendukung  pelaksanaan kegiatan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa sebagian besar kegiatan BOKB dilaksanakan di tingkat
kecamatan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);

C. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, maka perlu ditunjuk
penanggung jawab kegiatan BOKB di tingkat kecamatan;

d. bahwa untuk penunjukan petugas yang bertanggung jawab

tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

_ Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
. Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang
Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ‘2015)] “n‘:slllfl:
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 ’

: y Negara Republik
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 5679); -

5. Pefatumn Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lLllt{U;f‘
Pembagian Urusan Pemerintahan Antnr'a Pemerinta l,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Dac;;jzl
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor A
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ’l(‘,ntz.mg
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan
Operasional Keluarga Berencana;

8.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menetapkan nama-nama petugas koordinator lapangan yang
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB tingkat
kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA Petugas Koordinator Lapangan yang ditunjuk, bertanggung jawab
penuh terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB di kecamatan, yvang
terdiri dari:
1. Operasional Penggerakan Kampung Keluarga Berencana Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;

2. Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;

3. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik; }

4. Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi Dana Alokasi ‘
Khusus (DAK) Non Fisik;

5. Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik.

KETIGA : Petugas Koordinator Lapangan yang ditunjuk, bertanggung jawab

penuh terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB di kecamatannya.

Tugas dan Tanggung jawab tersebut sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pelaksanaan bulanan kegiatan BOKB dj
tingkat kecamatan dan menyampaikannya ke Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja
terkait untuk pelaksanaan kegiatan;

3. Bekerjasama dengan PKB/PLKB untuk pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan rencana Kegiatan yang telah disampaikan;

4. Membuat dan melengkapi bahan pertanggung jawaban kegiatan
BOKB yang dilaksanakan;
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KEEMPAT

KELIMA

o. M_cnerima dan bcrmnggungj
ditransfer oleh Bendahara Din
Desa, Pengendalian penduduk
Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Pelaksanaan Kkegiatan sesuai dengan

awab terhadap S
as Pemberdayaan M
dan Keluarga

emua dana yang
asyarakat dan
Berencana

peraturan perundang-

undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat

;?:l‘;bmlka“ kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daer
; ]Upaten Pesisir S_clatan melalui Dokumen Pelaks
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas

Masyarakat dan Desa, Pengendalian

keluarnya Keputusarnl ini

ah
anaan Anggaran

pPemberdayaan
penduduk dan Keluarga

B -
erencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
06> Januari 2020

Pada Tanggal :
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEEPALA DINAS PEMBIERDAYAAN MA

SYARA L A7 28A, |
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIS Sr""Y/\I\/\I\/\I DAN DIES

LATAN
NOMOR  : 800/ O\% / SK / DPMDPPAKILPS; 5,
TANGGAL : ©2 JANUARI 2020 0
TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNG
BERENCANA (BOKB) DI TINGKAT K13e
TAHUN ANGGARAN 2020

ENGEINDALIAN PENDUDUK DAN

JAWAL3 KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL KIELUARGA
AMATAN SE KABUPATIEN PESISIR SELATAN

Nama-Nama Petugas Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Pesisjr gelatan Tahun 2020

Jabatan

( No Kecamatan L NIP ;e;.ﬁgkat /Gol

| ..

| 1 |Koto XI Tarusan Wawan Surya Miharja, S. Sos | 19750814 200701 1 007 | Penata Muda / Ill a Ku_ur“lfnrp l_(l\’lil'l\’

| 2 l Bayang Yasmainar, S. IP 19641231 198903 2 051 | Penata ’I‘Kilifiliﬁdik_“- K(mrl:s!n VI{K{.H’K

| 3 } Bayang Utara Yusfarmansyah 19641231 198803 1 070 | Penata TK 1/111d Koorlap KKBPK

|4 | IV Jurai Syaiful, SH 19640206 199303 1 007 | Penata TK 1/111 d Koorlap KKBIK
5 |Batang Kapas | Nofemisharni 19621122 198603 2 003 | Penata TK 1/111 d Koorlap KKBPK
6 |Sutera I Delnafri, S. IP 19651108 200701 1 017 | Penata Muda TK I/III b Koorlap KKBPK -
7 |Lengayang | Elfinida 19661025 198902 2 001 | Penata TK 1/111 d Koorlap KKBIK
8 | Ranah Pesisir ' Defi Suryawati, Amd Kep 19751209 201407 2 001 | Pengatur /Il ¢ Koorlap KKBPK
9 |Linggo Sari Baganti | Nafrida Nazir, SP 119700821 199503 2 001 | Pembina TK I /IV b Koorlap KKBPK
10 Air Pura 'Ermandianto, S. IP 119710115 200906 1 002 | Pengatur Muda TK [/lb | Koorlap KKBPK 7
11  Pancung Soal ' Jamalus i 19621231 198602 1 042 ) Penata Muda TK I/11I b . K””;l"_'l;:}f’,‘il {I)K____j
12  Basa Ampek Balai Tapan | Indrayetti 1. 19651212 198603 2 010 1 Penata TK 1/111 d Koorlap h[x-lﬂ_’lx_:
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Koorlap KKBPK

] Koorlap KKBPK

13 | Ranah Ampek Hulu Tapan | Indra Gusman
14 |Lunang Mukhrizal, S. Pd
15 | Silaut Murjito

} Koorlap KKBPK
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